PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. AP. Pettarani No.1 Telp 873209 - 872164 Fax (0411)854010

MAKASSAR 90221

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 026/1/TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROGRAM

PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa dalam rangka Penyusunan Program pada Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka
perlu dibentuk Tim Pengelola Program;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan tentang Pembentukan Tim Pengelola Program
pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun Anggaran 2020.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);



Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor
10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 283);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan  Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 309);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 13);
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 99 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 99);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 62 Tahun

2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 63);

10. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor
53/I/Tahun 2020 tentang Pengesahan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Pengelola Program pada Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020,
dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

KEDUDUKAN
NO NAMA/ JABATAN DALAM TIM
1 | Sekretaris Badan Pejabat Pengelola
2 | Kasubag Program Pejabat Pengelola
3 | Hj. Amelia Putriaditya, SE Staf Pengelola
4 | Hj. Angreany, S.AP Staf Pengelola
S5 | Hariani Amiruddin, ST Staf Pengelola
6 | Putri Aditya, SE.Ak Staf Pengelola
7 | Ulfa Nilasari, ST Staf Pengelola

Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU,

mempunyai tugas sebagai berikut :

Menyusun program dan melaksanakan koordinasi,

pembahasan dan asistensi dengan Tim Anggaran

Pemerintah Daerah serta bertanggung jawab terhadap

kegiatan antara lain:

1) Rencana strategi;

2) Rencana kerja;

3) Laporan keterangan pertanggungjawaban,;

4) Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

5) Rencana kerja dan anggaran/rencana kerja dan
anggaran perubahan;

6) Dokumen pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan
perubahan anggaran; dan

7) Kegiatan lainnya yang sejenis.

Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.




KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini

dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
Anggaran 2020.

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal © J23Nnuavi 2020

NIP. 19680821 199103 1 010

Tembusan:

SNbhLD-

o

Gubernur Sulawesi Selatan sebagai laporan di Makassar;

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan sebagai laporan di Makassar;

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan di Makassar;

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Provinsi Sulawesi
Selatan di Makassar;

Arsip.



